
OJK MENCERMATI DINAMIKA EKONOMI GLOBAL,
STABILITAS SISTEM KEUANGAN TETAP TERJAGA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkelanjutan melakukan transformasi sektor jasa keuangan untuk membangun sektor jasa keuangan yang stabil, kontributif dan inklusif serta melindungi konsumen. Transformasi juga dilakukan sebagai tindak 
lanjut dalam menghadapi dampak pandemi covid-19 melalui pemanfaatan teknologi informasi.  Selama periode 2017 - Mei 2022, berbagai peraturan dan kebijakan diterbitkan untuk memperkuat industri jasa keuangan. OJK juga mengembangkan 
infrastruktur pengawasan dan perizinan berbasis teknologi agar proses bisnis menjadi efektif. Berbagai kebijakan ini berjalan efektif tercermin dari tumbuhnya industri jasa keuangan selama 2017 - 2022 di tengah tekanan pandemi covid-19. OJK 
kedepannya akan konsisten melakukan asesmen terhadap perekonomian dan sektor jasa keuangan bersama Pemerintah dan otoritas terkait lainnya serta stakeholders dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah momentum 

pemulihan ekonomi nasional.

Dalam rangka mendorong perkembangan dan menjaga stabilitas sektor jasa Keuangan,  selama periode 2017 - Mei  
2022, OJK telah menerbitkan 265 Peraturan OJK (POJK) dan 177 Surat Edaran OJK (SEOJK)

Beberapa POJK yang diterbitkan selama periode 2017 – Mei 2022 antara lain:

PENGATURAN DAN PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN

Selain menerbitkan POJK dan SEOJK, OJK menerbitkan berbagai Roadmap untuk mengembangkan industri jasa 
keuangan antara lain: 

KEBIJAKAN OJK MENGHADAPI DAMPAK PANDEMI COVID-19
Indonesia dihadapkan pada pandemi covid-19 yang mempengaruhi mobilitas masyarakat dan menekan laju pertumbuhan ekonomi. Berbagai peraturan diterbitkan untuk memberikan relaksasi kepada industri jasa keuangan melalui kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan 

serta kebijakan menjaga volatilitas pasar modal. Pada tahun 2021 dan 2022, OJK kembali menerbitkan beberapa POJK untuk memperpanjang waktu pelaksanaan kebijakan restrukturisasi tersebut sampai 2023. Beberapa peraturan yang diterbitkan antara lain:

POJK tentang Stimulus 
Perekonomian Nasional Sebagai 
Kebijakan Countercyclical
Dampak Penyebaran Covid-19

PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN
Dalam rangka mendorong perlindungan konsumen, OJK melakukan penyelesaian pengaduan dan pertanyaan pada layanan konsumen OJK, penghentian usaha ilegal bersama Satgas Waspada Investasi dan melakukan tindakan penyidikan kasus-kasus di sektor jasa keuangan 

serta beberapa program lainnya dengan detail sebagai berikut:

ASESMEN INDUSTRI JASA KEUANGAN

Perbankan

Berbagai kebijakan yang diterbitkan OJK selama periode 2017 - Juni 2022 memberikan hasil yang positif tercermin dari peningkatan intermediasi di sektor jasa keuangan, tumbuhnya pasar modal Indonesia dan meningkatnya indeks literasi dan inklusi keuangan.

Selama periode 2017 - Mei 2022, Kredit dan DPK perbankan tumbuh baik. 
Pertumbuhan ini juga diiringi dengan CAR yang meningkat dan NPL gross yang 
cukup stabil. Kondisi ini menunjukkan industri perbankan yang tangguh di 
tengah-tengah tekanan pandemi covid-19.

Selama periode 2017 - Mei 2022,  Aset IKNB tumbuh dengan baik. 
Pertumbuhan ini juga terjadi pada pertumbuhan pembiayaan peer to peer 
lending. Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan mengalami kontraksi 
akibat tekanan pandemi covid-19. Jumlah penghimpunan premi asuransi jiwa, 
umum dan reasuransi selama periode 2017 - Mei 2022 stabil.

Selama periode 2017 - 28 Juni 2022, IHSG tetap tumbuh di tengah tekanan 
pandemi covid-19. Pertumbuhan IHSG diikuti juga oleh pertumbuhan positif 
kapitalisasi pasar dan NAB Reksa Dana. Jumlah emiten yang listing di bursa juga 
tumbuh sejalan dengan pertumbuhan jumlah investor pasar modal yang 
meningkat signifikan selama 4-5 tahun terakhir. 
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Industri Keuangan Non Bank 
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Penghimpunan Premi
Asuransi Umum &
Reasuransi

Penghimpunan Premi
Asuransi Jiwa

-8,6%
697%

Berbagai program edukasi yang dilakukan OJK memberikan hasil yang baik. Berdasarkan survey nasional literasi dan inklusi 
keuangan, indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia di tahun 2019 menunjukkan peningkatan dibandingkan pada 
survey sebelumnya di tahun 2016.
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POJK tentang 
Konsolidasi 
Bank Umum

POJK tentang 
Penawaran
Efek Melalui 
Layanan Urun
Dana Berbasis TI

POJK tentang 
Layanan Pinjam 
Meminjam Uang
Berbasis Teknologi 
Informasi 

POJK tentang 
Perlindungan 
Konsumen dan 
Masyarakat di Sektor 
Jasa Keuangan

Roadmap 
Keuangan 
Berkelanjutan 
Tahap II 
(2021-2025)

Master Plan 
Sektor Jasa 
Keuangan 
Indonesia 
2021-2025

Roadmap 
Pengembangan 
Perbankan 
Indonesia
2020 – 2025

Roadmap 
Pengembangan 
Perbankan Syariah 
Indonesia 
2020-2025

Roadmap Pasar 
Modal Syariah 
2020 - 2024

Roadmap 
Pengembangan 
Industri BPR dan 
BPRS (RBPR-S) 
2021-2025

Digital Finance 
Innovation Road 
Map & Action 
Plan 2020-2024

Strategi Nasional 
Literasi Keuangan 
Indonesia (SNLKI) 
2021 – 2025

Roadmap Tim 
Percepatan Akses 
Keuangan Daerah 
2021-2025

Cetak Biru 
Transformasi 
Digital 
Perbankan

Cetak Biru 
Pengembangan 
SDM Sektor Jasa 
Keuangan 
2021-2025

POJK tentang Kebijakan dalam Menjaga
Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal
Akibat Penyebaran Covid-19 

POJK Tentang Perubahan 
atas POJK Nomor 
7/POJK.04/2021 tentang 
Kebijakan dalam Menjaga
Kinerja dan Stabilitas Pasar 
Modal Akibat Penyebaran
Covid-19

Perbankan

Keterangan:

IKNB
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Penyidikan Sektor Jasa Keuangan

106 
Surat Perintah
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TINGKAT LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA
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PENGAWASAN DAN PERIZINAN SEKTOR JASA KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN
Dalam rangka memanfaatkan pesatnya perkembangan teknologi serta mengantisipasi dampak pandemi covid-19, 
OJK melakukan proses pengawasan dan perizinan menggunakan teknologi Informasi melalui: 

Selama 2017 - Mei 2022, berbagai kebijakan dan program terus dilakukan OJK dalam rangka untuk meningkatkan literasi 
dan inklusi keuangan masyarakat antara lain:

SIKePO (Sistem Informasi 
Ketentuan Online)

Sistem Perizinan dan 
Registrasi Terintegrasi 
(SPRINT).

Aplikasi Pelaporan 
Online (APOLO) & 
OJK-Box/OBOX

Sistem Pemantauan 
Transaski Efek 
Terintegrasi (SIPETRO) 

Sistem Informasi Risk 
Based Supervision 
(SIRIBAS)

Aplikasi Portal 
Perlindungan Konsumen 
(APPK)

Integrasi Sistem 
Pelaporan Elektronik 
(SPE) dan IDXNet bagi 
Emiten

Sistem Informasi 
Keuangan 
Digital (SIGESIT)

SIPETRO

SIGESITSIRIBAS INTEGRASI SPE
& IDXNET

452 Kegiatan Edukasi 
Keuangan dengan 
849.242 Peserta

91 skema Kredit/ 
Pembiayaan Melawan 
Rentenir (K/PMR) 
nominal penyaluran  
Rp2,3 Triliun (per 
Triwulan IV-2021)

Buku Seri Literasi 
Keuangan Formal dan 
Non Formal

Buku seri literasi 
keuangan tingkat 
PAUD, SD, SMP, SMA 
dan Universitas 

Buku saku calon 
pengantin 

Buku seri literasi 
keuangan segmen 
profesional dan 
pensiunan 

Buku perencanaan 
keuangan keluarga

355 TPAKD (34 TPAKD   
provinsi dan 321 
kabupaten/kota) 

Program Inklusi Keuangan*

40,3 juta rekening 
nominal Rp8 triliun. 

47,68 juta rekening,
nominal Rp28,6 triliun

80.701 rekening,
nominal Rp147,1 miliar 

Penghentian usaha ilegal
bersama SWI 

1.120
Investasi ilegal 

3.989
Pinjaman
online ilegal 

Ilegal

165
Usaha gadai 
ilegal

Penyelesaian Layanan
Konsumen OJK

642.442 
Pertanyaan 

58.697
Informasi

?

i

18.803
Pengaduan

*Per Triwulan I-2022
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29,4%
10,08%

POJK Tentang Kebijakan 
Countercyclical Dampak
Penyebaran Covid-19 Bagi
LJKNB

POJK tentang Pelaksanaan 
RUPS PT secara elektronik

POJK tentang Kebijakan bagi 
BPR & BPRS sebagai Dampak 
Penyebaran Covid-19

POJK tentang Perubahan Kedua atas
POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang 
Stimulus Perekonomian Nasional sebagai
Kebijakan Countercyclical Dampak 
Penyebaran Covid-19

POJK tentang Perubahan Kedua 
atas POJK Nomor 14/POJK.05/2020
tentang Kebijakan Countercyclical
Dampak Penyebaran Covid-19 bagi LJKNB

POJK tentang Perubahan Kedua 
atas POJK No.34/POJK.03/2020 
tentang Kebijakan bagi BPR & BPRS 
sebagai Dampak Penyebaran 
Covid-19

Opini Wajar Tanpa Pengecualian
pada Laporan Keuangan OJK 
(8x,2013-2020)

Unit Pengendali 
GratifikasiTerbaik Kategori 
Kementerian dan Lembaga
(4x, 2016, 2017, 2018 & 2020)

Pengelolaan Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN) Terbaik
(3x, 2018, 2019, & 2020)

The Best Contact Center Indonesia 
2018 & 2019 (2018 :1 Platinum, 
2 Gold, 3 Silver & 2 Bronze   |   2019 : 2 
platinum, 5 gold, 7 silver & 10 bronze)

The 14th Annual Top Ranking 
Performers Award: Contact 
Center and Customer 
Engagement Best Practices 2019 
(1 Gold dan 1 Silver)

PR Indonesia Awards (PRIA) – 
Website OJK (2019 -Silver, 2020 – 
Gold, 2021 – Bronze)

PR Indonesia Awards (PRIA) –
Media Sosial OJK
(2018 & 2022 – Bronze)

PR Indonesia Awards (PRIA) – 
Laporan Tahunan OJK
(2020, 2021, 2022)

Anugerah Media Humas Kominfo 2021 
- Top 6 Media Sosial Kategori 
Kementerian /Lembaga, BUMN, BUMD, 
dan PTN

PENGHARGAAN KEPADA OJK

Indonesia Inhouse Magazine Awards
2017-2022
(2017 Silver Winner Cetak
2018-2022 Gold Winner Cetak
2020 & 2022 Gold Winner E-Magz
2021 Bronze Winner E-Magz)
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